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Abstrak 

 

Perdebatan mengenai konsep sistem pertahanan dan keamanan nasional Indonesia masih menjadi 

bahan perbincangan matematis sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Tujuan artikel membahas 

tentang dinamika Sishankamrata dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishanneg) sejak 

masa kemerdekaan hingga era reformasi. Metode studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

dan menganalisis dokumen-dokumen penting, seperti undang-undang, kebijakan pemerintah, laporan 

resmi, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam 

konsep dan implementasi Sishaneg, serta dampaknya terhadap keberlanjutan sistem tersebut. Hasil 

temuan tentang sistem pertahanan (Sishaneg) yang masih perlu dipertahankan dalam kebijakan 

pertahanan dan keamanan. Konsep Sishankamrata mengembangkan bentuk pertahanannya melalui 

partisipasi seluruh komponen masyarakat, keutuhan wilayah, sumber daya alam, dan sarana lain yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. Sistem ini juga membuat integrasi pertahanan (militer dan non-militer) 

menjadi lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih memberikan efek jera. Dengan demikian, di era 

reformasi, konsep Sishankamrata jelas dianggap cukup valid untuk dipertahankan. Pada masa 

reformasi pasca amandemen UUD NRI tahun 1945, konsep Sishankamrata masih tetap dipertahankan 

dan dianggap cukup sahih. Perdebatan mengenai konsep sistem perlindungan dan keamanan nasional 

Indonesia telah menjadi isu mendasar sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi, keamanan 

nasional, fungsi pelindung dan fungsi keselamatan, peraturan serta kebijakan nasional.  

 
Kata kunci: Sistem Keamanan Nasional, Sishankamrata, Hukum Keamanan Nasional. 

 

Abstract 
 

The debate regarding the concept of Indonesia's national defense and security system has still been the 
subject of mathematical discussion since independence until the reform era. The aim of the article is 
to discuss the dynamics of Sishankamrata in the State Defense and Security System (Sishanneg) from 

the time of independence to the reform era. The documentation study method is used to collect and 
analyze important documents, such as laws, government policies, official reports, and related 
literature. Data analysis was carried out to identify significant changes in the concept and 
implementation of Sishaneg, as well as their impact on the sustainability of the system. The findings 
regarding the defense system (Sishaneg) still need to be maintained in defense and security policies. 

The Sishankamrata concept develops its form of defense through the participation of all components 
of society, territorial integrity, natural resources and other means that have been prepared in advance. 
This system also makes defense integration (military and non-military) stronger, more respected, and 
provides a greater deterrent effect. Thus, in the reform era, the concept of Sishankamrata is clearly 
considered valid enough to be maintained. During the reform period following the amendment to the 
1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the concept of Sishankamrata was still maintained and 

was considered quite valid. The debate regarding the concept of Indonesia's national protection and 
security system has become a fundamental issue since the independence period until the reform period, 

national security, protective and safety functions, national regulations and policies. 
 
Keywords: National Security System, Sishankamrata, National Security Law. 
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PENDAHULUAN 

Sishankamrata adalah singkatan dari 

"Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat 

Semesta." Sejarah Sishankamrata berasal 

dari konsep pertahanan dan keamanan 

yang diterapkan oleh Indonesia dalam 

upaya memastikan kedaulatan dan 

keamanan negara. Konsep ini diakui 

sebagai pendekatan yang holistik dan 

terpadu untuk mengatasi berbagai 

tantangan yang berkaitan dengan 

pertahanan dan keamanan. Sejarah 

Sishankamrata dimulai pada masa 

kemerdekaan Indonesia. Sejak proklamasi 

kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, 

Indonesia telah dihadapkan pada berbagai 

tantangan keamanan, baik dari dalam 

maupun luar negeri. Pada awalnya, 

pertahanan nasional lebih bersifat militer, 

mengingat situasi geopolitik dan 

ketidakpastian keamanan. Namun, seiring 

berjalannya waktu dan perkembangan 

dinamika keamanan global, Indonesia 

menyadari bahwa pendekatan pertahanan 

yang melibatkan seluruh komponen 

masyarakat dan mengintegrasikan 

berbagai sektor menjadi sangat penting. 

Oleh karena itu, Sishankamrata 

dikembangkan sebagai konsep yang 

mencakup kolaborasi antara militer, 

pemerintah, dan masyarakat dalam rangka 

menciptakan kondisi keamanan yang 

optimal. Pada tahun 1985, konsep 

Sishankamrata secara resmi diakui dan 

diterapkan melalui Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1985 

tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan 

Rakyat Semesta. Dengan kebijakan ini, 

Indonesia mengamanatkan kerjasama yang 

erat antara TNI (Tentara Nasional 

Indonesia), Polri (Kepolisian Negara 

Republik Indonesia), dan komponen 

masyarakat dalam menjaga keamanan 

nasional. Penerapan Sishankamrata tidak 

hanya mencakup aspek militer, tetapi juga 

melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan 

politik. Prinsip utamanya adalah bahwa 

pertahanan dan keamanan bukanlah 

tanggungjawab eksklusif militer, 

melainkan merupakan tanggungjawab 

bersama seluruh elemen masyarakat. 

Dengan demikian, Sishankamrata 

memperkuat kerjasama antara TNI, Polri, 

dan warga negara untuk menciptakan 

lingkungan yang aman dan stabil. 

Sishankamrata terus berkembang seiring 

waktu sesuai dengan perkembangan 

strategis dan keamanan nasional. Sejarah 

Sishankamrata mencerminkan semangat 

kesatuan dan kerjasama antara militer, 

pemerintah, dan masyarakat dalam 

menjaga kedaulatan dan keamanan 

Indonesia. 

Keberhasilan kehidupan berbangsa 

dan bernegara dapat diidentifikasi melalui 

dua faktor kunci, yaitu kesejahteraan dan 

keamanan (Tušer et al., 2021). 

Sebagaimana diungkapkan oleh Hikam, 

keberhasilan dalam sektor keamanan 

menjadi landasan utama untuk 

mewujudkan pembangunan ekonomi demi 

mencapai kesejahteraan (Gunneriusson, 

2022;Court et al., 2024). Demikian pula, 

upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat membutuhkan pencapaian 

yang signifikan di bidang keamanan 

(Hikam, 2018: 2). Perspektif ini diperkuat 

oleh pandangan Hidayat, yang menyatakan 

bahwa kesejahteraan dan keamanan 

memiliki hubungan saling ketergantungan 
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atau intermistik (Hidayat dkk, 2017: 

120;Cunningham & Kharod, 

2024;Maltsev, 2023;Campioni et al., 

2023). Kesejahteraan dan keamanan, 

sebagai kebutuhan mendasar masyarakat, 

menuntut adanya kebijakan dan peraturan 

yang sesuai, terutama mengingat 

berkembangnya berbagai ancaman dalam 

konteks globalisasi (Verspieren & 

Shiroyama, 2019;Verspieren & 

Shiroyama, 2019). Oleh karena itu, 

menjaga dan memperkuat kesejahteraan 

serta keamanan menjadi tugas penting 

pemerintah dalam mencapai tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan di era 

modern ini. 

Reformasi di bidang pertahanan dan 

keamanan merupakan aspek krusial dalam 

upaya menghadirkan perubahan signifikan 

di tingkat nasional. Seiring dengan 

tuntutan reformasi nasional, sejumlah 

permasalahan muncul, terutama terkait 

dengan definisi keamanan nasional dan 

keamanan negara, serta perbedaan fungsi 

antara pertahanan dan keamanan. 

Perdebatan mengenai regulasi dan 

penanggung jawab di berbagai 

kementerian juga menjadi sorotan utama 

dalam konteks reformasi ini (Sukmadi, 

2010: 3). Untuk merespon tantangan ini, 

langkah-langkah yang tepat perlu diambil. 

Analisis mendalam terhadap lingkungan 

negara, termasuk perkembangan ideologi, 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya di 

tingkat domestik, regional, dan 

internasional, menjadi suatu keharusan 

(Witarti dan Armandha, 2018: 88). Hanya 

dengan pemahaman yang komprehensif 

terhadap dinamika ini, pemerintah dapat 

merancang kebijakan pertahanan dan 

keamanan yang sesuai dengan kebutuhan 

dan tantangan kontemporer. Pentingnya 

sinergi dalam pemerintahan juga diakui 

sebagai kunci dalam membangun dan 

meningkatkan efektivitas sektor 

pertahanan dan keamanan. Agar arah dan 

sasaran pertahanan dan keamanan dapat 

tercapai, diperlukan agenda terstruktur 

yang melibatkan koordinasi dan kerjasama 

antarinstansi terkait (Alfajri, Setiawan, dan 

Wahyudi, 2019: 104). Ini mencakup 

penyelarasan regulasi dan penugasan 

tanggungjawab, sehingga setiap elemen 

dapat berkontribusi secara optimal sesuai 

dengan peran dan fungsinya masing-

masing. Namun, dalam melaksanakan 

reformasi ini, prinsip-prinsip doktrin dan 

filosofi nasional tetap harus menjadi 

panduan. Sejalan dengan pendapat 

Mukhtar (2017:134;Maulana1 et al., 2022), 

reformasi pertahanan dan keamanan harus 

berlandaskan pada nilai-nilai dan 

keyakinan yang telah diakui secara 

nasional. Ini penting untuk menjaga kohesi 

dan identitas bangsa dalam menghadapi 

perubahan zaman dan dinamika global 

yang terus berkembang. Dengan demikian, 

reformasi ini bukan hanya menciptakan 

perubahan struktural, tetapi juga 

memastikan kesinambungan dengan visi 

dan misi nasional yang lebih luas. 

Perkembangan isu-isu strategis 

seperti globalisasi, revolusi industri, 

demokratisasi, kemanusiaan, radikalisme, 

dan terorisme telah menghasilkan 

perubahan signifikan dalam lanskap 

ancaman yang dihadapi oleh suatu negara. 

Sebagaimana disorot oleh Susetyo 

(2008:2) dan Fagà & Casarotti (2022), 

cakupan ancaman semakin kompleks dan 
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tidak hanya terbatas pada aspek militer. 

Pemahaman terhadap ancaman keamanan 

juga harus melibatkan faktor-faktor non-

militer yang turut berkontribusi pada 

ketidakstabilan nasional. Perkembangan 

teknologi dan globalisasi, misalnya, telah 

membawa tantangan baru seperti 

peningkatan kejahatan asimetris dan 

cybercrime (Ardiyanti, 2016: 

107;Alexander, 2023;Malik, 2022). 

Ancaman ini tidak hanya bersifat lokal, 

tetapi dapat merentang secara lintas batas, 

memerlukan kerja sama lintas negara untuk 

penanganan yang efektif. Selain itu, 

fenomena penyadapan telepon dari negara 

lain juga menjadi isu yang relevan dalam 

konteks keamanan nasional (Luthfah, 

2016:330;Sidenblad et al., 2023;Stokke & 

Kyaw, 2024;Alswaiti et al., 2023). 

Kehadiran ancaman-ancaman baru seperti 

ini menuntut penyesuaian dan peningkatan 

kapasitas dalam melibatkan elemen non-

militer dalam sistem pertahanan dan 

keamanan. Ancaman terhadap keamanan 

manusia juga menjadi fokus penting dalam 

perubahan paradigma ini (Anggoro, 2003: 

2) (Wu & Long, 2022;Kentor et al., 

2023;Wang, 2023). Tidak hanya mengenai 

ketahanan fisik negara, tetapi juga 

melibatkan perlindungan terhadap warga 

negara dari berbagai risiko, termasuk 

konflik sosial, bencana alam, dan ancaman 

terhadap hak asasi manusia. Keseluruhan 

ini menciptakan kebutuhan mendesak 

untuk mengembangkan strategi pertahanan 

dan keamanan yang lebih holistik, yang 

mampu mengakomodasi beragam jenis 

ancaman yang muncul (Owens, 2022). 

Penting untuk diakui bahwa sistem 

pertahanan dan keamanan nasional perlu 

terus berkembang sejalan dengan 

perubahan dan kompleksitas ancaman. 

Upaya integrasi lebih lanjut antara unsur 

militer dan non-militer, pengembangan 

kapasitas siber, serta kolaborasi 

internasional dalam mengatasi ancaman 

lintas batas menjadi kunci dalam mencapai 

keamanan yang optimal di era modern ini. 

Dinamika Sistem Pertahanan dan 

Keamanan Rakyat Semesta 

(Sishankamrata) dalam Sistem Pertahanan 

dan Keamanan Negara (Sishankamneg) di 

Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga 

era reformasi mencerminkan perjalanan 

yang kompleks dan beradaptasi dengan 

perubahan zaman serta tuntutan keamanan 

nasional. Sejak kemerdekaan pada tahun 

1945, sistem pertahanan dan keamanan 

Indonesia telah mengalami transformasi 

yang substansial. Pada awal kemerdekaan, 

fokus utama sistem pertahanan nasional 

lebih bersifat militer, mengingat tantangan 

yang dihadapi berupa upaya untuk 

mempertahankan kemerdekaan dari 

berbagai ancaman, termasuk ancaman 

militer dari pihak luar. Oleh karena itu, 

Sishankamrata diterapkan untuk 

menggabungkan aspek militer dan non-

militer guna mencapai tujuan pertahanan 

dan keamanan nasional. Selama periode 

awal kemerdekaan hingga Orde Lama, 

Sishankamrata terus mengalami evolusi 

dalam merespons dinamika politik dan 

keamanan nasional. Konsep ini terus 

berkembang untuk mengatasi berbagai 

ancaman yang muncul, termasuk isu-isu 

perbatasan dan konflik regional. Namun, 

fokus utama masih pada aspek militer 

sebagai bentuk pertahanan utama. Pada 

masa Orde Baru, Sishankamrata 
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terintegrasikan dalam struktur pertahanan 

dan keamanan negara. Meskipun masih 

sangat dipengaruhi oleh kebijakan militer, 

namun elemen non-militer juga semakin 

diperhitungkan. Penekanan pada stabilitas 

politik dan pengamanan internal menjadi 

prioritas, terutama dalam menghadapi 

gerakan separatis dan komunis. Era 

reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an 

membawa perubahan signifikan dalam 

dinamika Sishankamrata. Reformasi ini 

mencerminkan pengakuan akan 

kompleksitas ancaman modern yang tidak 

hanya bersifat militer. Terjadi peningkatan 

perhatian terhadap aspek-aspek non-

militer seperti keamanan manusia, 

radikalisme, terorisme, serta isu-isu global 

seperti cybercrime. Keberlanjutan 

Sishankamrata di era reformasi 

mencerminkan upaya pemerintah untuk 

menyesuaikan diri dengan tantangan baru 

dan menjadikan keamanan nasional 

sebagai upaya bersama antara militer, 

pemerintah, dan masyarakat. 

Dalam perjalanannya, dinamika 

Sishankamrata di Indonesia mencerminkan 

respons adaptif terhadap perubahan 

kondisi strategis dan keamanan. Peran non-

militer semakin diperkuat, dan keseluruhan 

sistem berupaya menjadi lebih holistik, 

mengintegrasikan seluruh komponen 

masyarakat untuk mencapai tujuan 

pertahanan dan keamanan nasional. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

maka dalam hal ini penulis harus 

membahas tentang dinamika Sistem 

Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta 

(Sishankamrata) dalam Sistem Pertahanan 

dan Keamanan Negara (Sishankamneg) di 

Negara Indonesia sejak awal kemerdekaan 

hingga era reformasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian studi dokumentasi 

adalah suatu pendekatan penelitian yang 

mengandalkan analisis dan pengumpulan 

data dari berbagai dokumen, catatan, atau 

materi tertulis lainnya (Sugiyono, 2018). 

Penelitian ini tidak melibatkan interaksi 

langsung dengan subjek penelitian, 

melainkan lebih fokus pada interpretasi 

dan analisis berbagai sumber informasi 

yang telah ada (Sugiyono, 2010). 

Dalam melakukan studi 

dokumentasi, peneliti mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang relevan dengan 

topik penelitian. Ini bisa mencakup buku, 

jurnal, laporan, arsip, surat kabar, dan 

dokumen resmi lainnya (Moleong, 2017). 

Setelah dokumen-dokumen terkumpul, 

peneliti melakukan analisis mendalam 

untuk mengidentifikasi pola, tren, atau 

temuan yang relevan dengan pertanyaan 

penelitian (Rosmayati, 2023). 

Keuntungan utama dari metode studi 

dokumentasi adalah kemampuannya untuk 

mengeksplorasi peristiwa atau topik secara 

historis, menganalisis perkembangan 

jangka panjang, dan mengakses informasi 

yang mungkin sulit atau tidak mungkin 

diperoleh melalui penelitian lain. Namun, 

perlu diperhatikan bahwa kelemahan 

potensialnya termasuk kurangnya kontrol 

peneliti atas ketersediaan dan kualitas 

dokumen yang digunakan. Selain itu, 

interpretasi data dapat dipengaruhi oleh 

sudut pandang peneliti (Nasution, 2003). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambar 1. Model System Dynamics dari Sishankamrata Sistem Pertahanan dan 

Keamanan Indonesia  

 

Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg) 

Pengertian tentang Sistem 

Pertahanan Negara (Sishaneg) dapat 

dipahami melalui terminologi yang 

digunakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara. Secara gamblang, 

Sishaneg digambarkan sebagai suatu 

sistem yang bersifat "universal". Artinya, 

sistem ini melibatkan seluruh aspek dan 

elemen yang ada di dalamnya, dan 

dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, 

dan berkesinambungan. Penyelenggaraan 

Sishaneg mencakup keterlibatan "seluruh 

warga negara", "wilayah", dan "sumber 

daya nasional lainnya". Ini 

mengindikasikan bahwa setiap warga 

negara memiliki peran dalam menjalankan 

sistem pertahanan ini, wilayah negara 

harus dijaga keutuhannya, dan sumber 

daya nasional menjadi bagian integral dari 

persiapan untuk menghadapi berbagai 

ancaman. Penting untuk dicatat bahwa 

persiapan Sishaneg tidak hanya bersifat 

reaktif terhadap ancaman yang muncul, 

tetapi juga bersifat preventif dan proaktif. 

Sistem ini sengaja dipersiapkan dari awal 

untuk "menjunjung kedaulatan negara", 

"keutuhan wilayah nasional", dan 

"keselamatan segenap bangsa dari segala 

ancaman". Dengan kata lain, Sistem 

Pertahanan Negara bukan hanya 

tanggungjawab dari sektor militer atau 

aparat keamanan semata. Melainkan, ini 

merupakan tanggungjawab bersama 

seluruh elemen masyarakat, pemerintah, 

dan sumber daya nasional untuk menjaga 

kedaulatan, wilayah, dan keselamatan 
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bangsa. Prinsip-prinsip "total", "terpadu", 

"terarah", dan "berkesinambungan" 

menjadi landasan utama dalam 

implementasi Sishaneg demi menjaga 

keamanan dan kedaulatan negara. 

Berdasarkan amanat Pasal 30 ayat 

(2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

penyelenggaraan pertahanan dan 

keamanan diwajibkan tunduk pada Sistem 

Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta 

(Sishankamrata), yang dikelola oleh 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 

Kepolisian Negara (Polri) sebagai 

kekuatan utama. Sementara itu, 

masyarakat dianggap sebagai kekuatan 

pendukung dalam menjaga keamanan dan 

kedaulatan negara. Konsep ini 

mencerminkan pemahaman bahwa 

keberhasilan upaya pertahanan dan 

keamanan suatu negara tidak hanya 

tergantung pada aparat keamanan formal, 

seperti TNI dan Polri, tetapi juga 

melibatkan partisipasi aktif dari seluruh 

masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah 

telah membentuk dua lembaga utama, 

yaitu TNI dan Polri, yang memiliki peran 

sentral dalam menjalankan fungsi 

pertahanan dan keamanan. Namun, 

keberhasilan implementasi Sishankamrata 

tidak hanya ditentukan oleh TNI dan Polri 

semata. Keterlibatan aktif dan dukungan 

dari seluruh bangsa Indonesia menjadi 

kunci keberhasilan dalam menjalankan 

tugas tersebut. Implementasi amanat Pasal 

30 ayat (2) tersebut direalisasikan melalui 

beberapa peraturan perundang-undangan, 

antara lain Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara, dan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

Tentara Negara Indonesia. Meskipun telah 

ada upaya perundang-undangan, masih 

terdapat beberapa permasalahan terkait 

dengan konsep keamanan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2002 tentang Pertahanan Negara. 

Diperlukan kajian lebih lanjut untuk 

menyusun konsep keamanan yang lebih 

baik, sejalan dengan Peningkatan Sistem 

Pertahanan dan Keamanan Rakyat 

(Sishankamrata), sebagai landasan untuk 

menjaga stabilitas, keamanan, dan 

kedaulatan negara. 

Pola operasi Sistem Pertahanan dan 

Keamanan Rakyat Semesta 

(Sishankamrata) Indonesia mencakup pola 

operasi pertahanan, pola operasi keamanan 

dalam negeri, pola operasi intelijen 

strategis, dan pola operasi kerja sama 

pertahanan dan keamanan di Asia 

Tenggara (Suwito, 2017;Zahorulko, 

2020;Mongwaketse, 1994;Moss et al., 

2021). Untuk mewujudkan konsep ini, 

negara Indonesia perlu memiliki sistem 

pertahanan negara yang bersifat universal, 

dan inilah yang diwujudkan dalam Sistem 

Pertahanan dan Keamanan Nasional 

(Sishankamnas), yang menjadi tonggak 

sejarah dan doktrin pertahanan negara. 

Konsep Sishankamrata menekankan 

keterlibatan seluruh komponen 

masyarakat, menjaga keutuhan wilayah, 

memanfaatkan sumber daya alam, dan 

melibatkan sarana lain yang telah 

dipersiapkan. Dengan demikian, 

Sishankamrata mewujudkan integrasi 

pertahanan, baik yang bersifat militer 

maupun non-militer, sehingga sistem ini 
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menjadi lebih kokoh, dihormati, dan 

memiliki daya tangkal yang lebih tinggi 

(Pertahanan, 2015: 28). Sifat "bersiap sejak 

dini" yang dimiliki oleh Sishankamrata 

menunjukkan bahwa sistem ini telah 

dipersiapkan sejak awal dan terus menerus 

menghadapi berbagai ancaman yang 

mungkin muncul. Selain itu, sifat 

"universal" Sishankamrata menekankan 

keterlibatan seluruh bangsa, didorong oleh 

kesadaran akan "hak dan tanggungjawab 

rakyat," serta keyakinan untuk 

"melindungi dan memelihara" 

kelangsungan hidup dan keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

dipimpin oleh negara di bawah 

Kementerian Pertahanan. Dengan 

demikian, Sishankamrata menjadi 

landasan kuat untuk menjaga stabilitas, 

keamanan, dan kedaulatan negara. 

Fungsi pengorganisasian Sistem 

Pertahanan Negara (Sishaneg) tidak hanya 

terbatas pada menghadapi ancaman militer 

eksternal, tetapi juga melibatkan 

penanganan konflik internal (Indrawan, 

2015: 84-96). Untuk mencapai hal ini, 

penting adanya kesadaran dan rasa 

tanggungjawab dari setiap warga negara, 

yang didasarkan pada keyakinan akan 

kekuatan kolektif dan semangat pantang 

menyerah (Rosikin, 2010: 23). 

Hingga saat ini, Indonesia masih 

mengadopsi Sistem Pertahanan Negara 

(Sishaneg) sebagai pendekatan utama 

dalam kebijakan pertahanan dan keamanan 

nasional. Sishaneg terpilih sebagai satu-

satunya "sistem" yang menjadi dasar 

kebijakan tersebut. Ciri-ciri Sishaneg tidak 

jauh berbeda dengan Sishankamrata, yang 

meliputi demokrasi, universalitas, dan 

aspek teritorial (Kennedy, 2017: 71). Sifat 

"populis" menegaskan bahwa kepentingan 

rakyat menjadi prioritas utama, 

"universalitas" melibatkan seluruh sumber 

daya nasional, dan "teritorial" mencakup 

semua wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), baik mengenai 

ancaman domestik maupun regional 

(Yanti, 2014: 19). 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia 

dinyatakan sebagai negara hukum 

(rechtstaat), yang berarti bahwa dalam 

membangun kehidupan berbangsa dan 

bernegara, negara ini didasarkan pada 

aturan hukum dan bukan pada kekuasaan 

(macthsstaat) (Siallagan, 2016: 131). 

Konsep negara hukum, menurut Jimly 

Asshiddiqie, menempatkan hukum sebagai 

panglima dalam dinamika negara 

(Asshiddiqie, 2011). Untuk mewujudkan 

negara hukum, ketertiban hukum perdata 

menjadi hal yang sangat penting 

(Wijayanti, 2016: 185). Ni'matul Huda 

juga menekankan pentingnya 

memperhatikan hierarki peraturan 

perundang-undangan, di mana setiap 

peraturan yang dibuat harus 

memperhatikan tingkat hierarkinya yang 

lebih tinggi (Huda, 2006: 27-28). 

Sistem Pertahanan dan Keamanan 

Rakyat Semesta (Sishankamrata) di 

Indonesia, terdapat hierarki peraturan 

perundang-undangan yang menjadi 

payung hukum dalam pelaksanaannya. 

Beberapa tingkatan tersebut meliputi: 

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD), yang mengatur 
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kewajiban negara dan tujuan pokok 

pertahanan dan keamanan negara, 

yaitu "melindungi" segenap bangsa 

dan "melindungi" seluruh tumpah 

darah Indonesia. 

b. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yang menetapkan 

strategi, landasan, dan komponen 

sistem keamanan. 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara. 

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2002 tentang Pertahanan Negara. 

e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Tentara Negara 

Indonesia. 

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Nasional Untuk Pertahanan 

Negara. 

 

Perkembangan Sishankamrata Pasca 

Kemerdekaan 

Sishankamrata telah mengakar dan 

berkembang di Indonesia sejak awal 

perjuangan nasional pasca proklamasi 

kemerdekaan pada tahun 1945. Semangat 

juang mempertahankan kemerdekaan dan 

kedaulatan negara menjadi cikal bakal 

Menara Kamra Western Hills. Proses 

perjuangan ini mencakup tindakan untuk 

memulihkan keamanan nasional, terutama 

dalam menghadapi pemberontakan, 

gerakan separatis dan gangguan keamanan 

lainnya. Berdasarkan pengalaman 

perjuangan nasional, negara merumuskan 

Doktrin Pertahanan dan Keamanan Negara 

(Hamkamrata) yang disahkan pada tahun 

1982 melalui Keputusan Menteri 

Pertahanan dan Keamanan 

Skep/820/VII/1982. 12 Juli 1982. Selain 

itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

1982 menetapkan Sishankamrata sebagai 

sistem pengelolaan Dinas Pertahanan dan 

Keamanan Negara. 

Universalitas Sishankamrata 

mencerminkan upaya untuk menciptakan 

kondisi keamanan nasional dalam arti yang 

sangat luas, melibatkan berbagai 

komponen untuk menjaga stabilitas dan 

bertahan dalam perkembangan dinamis di 

segala aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Pada masa Orde Baru, 

Sishankamrata diwujudkan sebagai bagian 

dari upaya penyelenggaraan Pertahanan 

Keamanan Negara dengan tujuan 

mencapai tujuan nasional. Hal ini diatur 

melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

1981, yang menetapkan prioritas 

Masyarakat Terlatih "ABRI" sebagai 

komponen dasar dan Perlindungan 

Masyarakat sebagai komponen khusus 

(Indarti, 1994: 1-3). Sishankamrata 

dianggap sebagai kunci keberhasilan ABRI 

dalam operasi keamanan, seperti strategi 

pembentukan milisi dalam kampanye 

militer anti pemberontakan (separatisme) 

(Kontras, 2006: 41). Pemahaman ABRI 

saat itu dibangun melalui doktrin yang 

dikenal sebagai Catur Dharma Eka Karma 

(Cadek) pada tahun 1988, menciptakan 

ABRI sebagai entitas yang mampu 

menciptakan dirinya sendiri. ABRI juga 

dianggap sebagai lembaga yang bersatu 

dengan rakyat, di mana keberhasilan 

operasi militernya ditentukan oleh 

partisipasi aktif seluruh masyarakat 

(Widjajanto, 2014: 12-13). Meskipun pada 

akhirnya, operasi tersebut dianggap oleh 

banyak pihak mengandung unsur 

kekerasan. 
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Pendapat Reza menunjukkan bahwa 

pembentukan milisi yang secara diam-

diam didukung oleh ABRI dengan 

landasan konsep Sishankamrata 

meningkatkan perhatian terhadap 

pelanggaran HAM dalam konflik 

bersenjata non-internasional. Menurutnya, 

Sishankamrata menjadi strategi utama 

pertahanan negara berdasarkan 

pengalaman revolusi fisik "perang 

bersenjata" dalam perjuangan 

kemerdekaan Republik Indonesia (1945-

1949), yang kemudian diakui dalam 

amandemen kedua UU No. Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (Reza, 2017: 155). 

Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 

menyatakan bahwa doktrin Sishankamrata 

menempatkan "rakyat" sebagai sumber 

pertahanan negara. Pada saat itu, doktrin 

Sishankamrata diusulkan untuk 

dimasukkan dalam amandemen UUD 1945 

oleh Panitia Ad-hoc I Badan Pekerja MPR. 

Hal ini berpotensi menciptakan kekerasan 

militer terhadap rakyat, dengan dampak 

antara lain: pertama, hilangnya jaminan 

hak imunitas "rakyat" dalam Konvensi 

Jenewa. Kedua, syarat proporsionalitas 

(perhitungan kerugian) diabaikan, di mana 

karakter "universalitas" memberikan 

kewenangan penuh kepada militer untuk 

mengeksplorasi sumber daya untuk 

kepentingan perang, padahal hal tersebut 

seharusnya dianggap sebagai kejadian 

yang wajar dalam konteks perang. Ketiga, 

kewenangan menyatakan perang oleh 

pemerintahan yang "demokratis" tidak 

bersifat mutlak (Widjajanto, 2014: 14). 

 

Perkembangan Sishankamrata Pasca 

Reformasi 

Di era reformasi pasca amandemen 

UUD NRI Tahun 1945, konsep 

Sishankamrata tetap dianggap ampuh dan 

dipertahankan. Meskipun dipertahankan, 

terjadi pergeseran konsep dengan 

pemisahan Polri dari TNI dan tugas 

masing-masing, serta perubahan 

terminologi dari Sihaneg menjadi 

Pertahanan Total, sesuai amanat dalam 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (Tap MPR) Nomor VI dan VII 

Tahun 2000 (Samego, 2018: 3). Menurut 

Bambang, kedua Ketetapan MPR tersebut 

memiliki permasalahan mendasar, yaitu (1) 

konsep hitam putih mengenai pertahanan 

dan keamanan yang berimplikasi pada 

kedaulatan dan keutuhan daerah, serta (2) 

penyempitan makna keamanan dalam 

masyarakat sehingga tugas polisi menjadi 

kurang komprehensif (Darmono, 2010: 

20). Namun, di sisi lain, perlu diakui 

bahwa kedua ketetapan MPR tersebut 

menjadi titik awal perombakan sistem 

keamanan di era reformasi ini (A‟raf Al 

A‟raf, 2015: 35; Prihatono, 2006;Wang, 

2023;Wulan, 2020;Samborska, 

2020;Terziev & Nichev, 2017;Alkema & 

Melenchuk, 2022;Serohin et al., 2021). Hal 

ini menunjukkan perubahan signifikan 

dalam konsep dan struktur keamanan 

nasional Indonesia setelah era reformasi 

dan amandemen UUD 1945. 

Pada era reformasi ini, peran serta 

masyarakat sebagai komponen cadangan, 

terutama dalam konteks bela negara yang 

tidak bersifat fisik (jika tidak terjadi 

perang), telah mengalami pergeseran. 

Penyelenggaraan bela negara lebih 
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menitikberatkan pada aspek "non fisik" 

untuk membentuk akhlak mulia dan 

kepribadian bangsa serta anak bangsa 

(Umrah, 2019: 177). Hal ini mencerminkan 

perubahan fokus dari keamanan nasional 

yang tidak hanya terbatas pada aspek 

militer, tetapi juga pada aspek-aspek lain 

yang bersifat holistik dan melibatkan 

seluruh elemen masyarakat. 

Diperlukan regulasi hukum yang 

jelas untuk membangun konsep keamanan 

terpadu, yang tercermin dalam Rancangan 

Undang-Undang (RUU) Keamanan 

Nasional (Djuyandi, 2014: 456). Pada 

masa pemerintahan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY), pembahasan 

RUU Keamanan Nasional sempat terhenti. 

Namun, pada era Presiden Joko Widodo, 

tepatnya pada tahun 2014, pembahasan 

kembali dilanjutkan dan bahkan 

dimasukkan dalam Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas) tahun 2015 oleh 

Ketua Komisi I DPR yang saat itu dijabat 

oleh Mahfudz Siddiq. Meskipun demikian, 

Mahfudz menyatakan perlunya pemikiran 

matang agar kesalahan tidak terulang. 

RUU Keamanan Nasional tetap menjadi 

perdebatan baik di legislatif maupun di 

masyarakat, terutama terkait tarik-menarik 

antara TNI dan Polri yang berpotensi 

mengancam keamanan nasional yang 

bersifat multidimensi (Setyadi, 2014; 

Simanjuntak, 2020; Wulandari dkk., 

2020). 

Pasal 3 RUU Keamanan Nasional 

menegaskan bahwa tujuan 

penyelenggaraan Keamanan Nasional 

adalah untuk menciptakan keadaan yang 

aman bagi bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, baik secara fisik 

maupun batiniah, bagi setiap individu 

warga negara, masyarakat, pemerintahan, 

dan negara. Tujuan ini dirancang untuk 

melindungi kepentingan nasional dan 

menghadapi berbagai ancaman baik dari 

dalam maupun luar. RUU Keamanan 

Nasional bersifat komprehensif dan 

mengakui perlunya keadaan yang aman 

dalam segala aspek kehidupan masyarakat 

(Elmawazini et al., 2022;Sahlan et al., 

2022;Iie et al., 2006;Savin, 2020;Agoraki 

et al., 2023;Turk, 2022). Selanjutnya, Pasal 

5 RUU Keamanan Nasional memuat ruang 

lingkup keamanan nasional yang 

mencakup keamanan manusia, keamanan 

masyarakat, keamanan dalam negeri, dan 

keamanan eksternal (Ashton et al., 

2021;Memesan, 2021;Chen, 2022;Stanciu, 

2003;Jel et al., 2022;Bodnieks, 2022). 

Keamanan manusia, sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 6, menegaskan 

tanggungjawab bersama untuk melindungi 

hak asasi manusia sebagai bagian integral 

dari keamanan nasional. Keamanan 

masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam 

Pasal 7, menempatkan tanggungjawab 

pada Kepolisian sebagai upaya menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Sementara itu, keamanan dalam negeri, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8, 

menekankan tanggungjawab TNI dalam 

menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah. 

Terakhir, keamanan eksternal, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9, 

menekankan tanggungjawab TNI dalam 

mencegah dan menekan ancaman militer 

dari luar. 

Ketentuan-ketentuan pokok ini 

memberikan kewenangan kepada aparatur 

negara, baik TNI maupun Polri, untuk 
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menjaga keamanan nasional dengan 

menghadapi dan menanggapi berbagai 

jenis ancaman yang mungkin timbul. RUU 

Keamanan Nasional merinci 

tanggungjawab dan peran masing-masing 

lembaga keamanan dalam mencapai tujuan 

tersebut, menciptakan kerangka kerja yang 

kokoh dan terkoordinasi untuk keamanan 

nasional. 

Penggabungan fungsi pertahanan 

dan keamanan dalam RUU Keamanan 

Nasional memunculkan dinamika 

kompleks, terutama dalam konteks 

hubungan antara TNI dan Polri. 

Sebelumnya, fungsi pertahanan dan 

keamanan diatur secara terpisah dalam UU 

TNI dan UU Polri, dengan kewenangan 

yang jelas untuk masing-masing lembaga. 

Namun, dengan adanya penyatuan fungsi 

dalam RUU Keamanan Nasional, potensi 

konflik dan gesekan antara TNI dan Polri 

menjadi lebih mungkin terjadi. 

Pasal 5 UU TNI menetapkan bahwa 

TNI berperan sebagai alat negara di bidang 

pertahanan, sementara Pasal 2 UU Polri 

menetapkan bahwa fungsi kepolisian 

adalah salah satu fungsi dari kepolisian 

pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Penyatuan ini menciptakan 

ketidakjelasan mengenai peran masing-

masing lembaga dalam konteks keamanan 

nasional. 

RUU Keamanan Nasional mengakui 

peran TNI dan Polri sebagai unsur 

penyelenggara keamanan nasional, 

bersama-sama dengan lembaga negara 

nonkementerian lainnya. Penyebutan TNI 

dan Polri bersama-sama dengan lembaga 

negara lain menciptakan kerangka kerja 

terkoordinasi untuk penanganan ancaman 

terhadap keamanan nasional. Namun, 

permasalahan seputar penggabungan 

fungsi TNI dan Polri tetap menjadi fokus 

perdebatan. Proses pembahasan RUU 

Keamanan Nasional di tingkat DPR masih 

berlangsung, dan sementara masyarakat 

berharap agar segera disahkan, perlu upaya 

matang untuk menyelesaikan isu-isu 

sensitif yang muncul akibat penyatuan 

fungsi pertahanan dan keamanan. Dengan 

adanya dinamika ini, penting untuk 

mencapai keseimbangan yang baik dalam 

menetapkan peran TNI dan Polri dalam 

menghadapi tantangan keamanan nasional. 

Pada akhirnya, kebijakan keamanan 

nasional mencakup berbagai tujuan utama 

yang dirinci dan terpadu (Huangfu, 

2021;Vergara-perucich, 2021;Silitonga & 

Rony, 2021;Bebbington et al., 

2018;Srivastava, 2023). Menurut Sulistiyo, 

terdapat setidaknya lima tujuan utama 

dalam kebijakan keamanan nasional. 

Pertama, sebagai jaminan negara dari 

segala bentuk ancaman. Kedua, untuk 

peningkatan efektivitas dan optimalisasi 

administrasi keamanan. Ketiga, sebagai 

pedoman dalam menjaga keamanan 

nasional dalam pelaksanaannya. Keempat, 

sebagai sarana konsensus dalam negeri. 

Dan kelima, untuk meningkatkan 

kepercayaan (trust) dan kerjasama 

keamanan (security relations) (Sulistyo 

dkk, 2009: 168). 

Menurut Barry Buzan, keberhasilan 

kebijakan keamanan nasional dapat diukur 

dari kemampuan suatu negara dalam 

mengintegrasikan kekuatan militer, 

perekonomian, teknologi maju, stabilitas 

politik, dan kehidupan sosial secara 
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terpadu dan efisien (Qin et al., 2023;Zhu et 

al., 2024;Polverino et al., 2022;Kim & 

Kim, 2022;Bobadilla et al., 2022). Dengan 

kata lain, kebijakan keamanan nasional 

yang berhasil adalah yang mampu 

menciptakan kesejahteraan nasional 

melalui koordinasi yang baik antara 

berbagai aspek kehidupan negara (Buzan, 

2008; Hermawan, 2007:35). Secara tidak 

langsung, kebijakan keamanan nasional 

tidak hanya bertujuan untuk melindungi 

negara dari ancaman, tetapi juga menjadi 

landasan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan keamanan 

dalam negeri (Dawson, 2020;Boongaling 

& Azcuna, 2022;Krykun et al., 

2021;Sjamsoeddin et al., 2023). 

Menurut ketentuan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 Nomor 3 tentang 

Pertahanan Negara, komponen Angkatan 

Pertahanan Negara dibagi menjadi 3 

komponen, yaitu komponen utama adalah 

Tentara Nasional Indonesia yang 

dipersiapkan untuk melaksanakan tugas 

pertahanan, dan komponen cadangan 

dipersiapkan untuk mendukung komponen 

utama. Mobilisasi sumber daya nasional 

yang dimaksud dengan “mobilisasi” adalah 

untuk memperluas dan memperkuat 

kekuatan dan kemampuan kekuatan utama 

dan kekuatan pendukung, serta merupakan 

sumber daya nasional yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kekuatan 

dan kemampuan negara. kekuatan utama 

dan kekuatan cadangan. Oleh karena itu, 

komponen kekuatan pertahanan dan 

keamanan berdasarkan UU No. UU Nomor 

20 Tahun 1982 dimasukkan ke dalam UU 

Nomor 2. 3. Mengenai pertahanan negara.  

 
Gambar 2. Komponen Kekuatan Pertahanan Negara (UU RI No. 3/2002) 

 

Dengan demikian, TNI menjadi 

komponen utama, Polri, TNI, dan pasukan 

khusus/perlindungan masyarakat dapat 

menjadi komponen cadangan melalui 

sistem rekrutmen dan pelatihan yang baik, 

serta sumber daya nasional dan 
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infrastruktur nasional menjadi komponen 

pendukung. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Indonesia, dengan Sistem 

Pertahanan Negara (Sishaneg) sebagai 

fondasi kebijakan pertahanan dan 

keamanan nasional, masih 

mempertahankan ciri-ciri yang tidak jauh 

berbeda dengan Sistem Pertahanan dan 

Keamanan Rakyat Semesta 

(Sishankamrata). Konsep ini memiliki 

kekhasan dalam politik pertahanan 

nasional yang perlu terus dijaga dan 

dikembangkan. Beberapa hal dapat 

diembangkan dan diusulkan untuk 

memperkuat konsep ini: 

1. Integrasi Seluruh Komponen 

Masyarakat 

Sishankamrata telah membuktikan 

keberhasilannya dalam 

mengintegrasikan seluruh komponen 

masyarakat, termasuk militer dan non-

militer. Pengembangan lebih lanjut 

pada aspek integrasi ini dapat 

melibatkan partisipasi lebih aktif dari 

berbagai sektor masyarakat, termasuk 

sektor swasta, akademisi, dan organisasi 

kemasyarakatan, untuk mendukung 

upaya pertahanan negara. 

2. Penyempurnaan Doktrin Pertahanan 

dan Keamanan Segenap Bangsa 

(Hamkamrata) 

Doktrin Hamkamrata yang telah 

disahkan pada tahun 1982 perlu 

diperbarui dan disesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Penyempurnaan 

doktrin ini dapat melibatkan pemikiran 

dan kontribusi dari para ahli pertahanan, 

tokoh masyarakat, dan pemangku 

kepentingan lainnya. Doktrin yang 

relevan dan adaptif akan memastikan 

keefektifan Sishankamrata dalam 

menghadapi tantangan masa kini dan 

mendatang. 

3. Penguatan Aspek Deterrensi 

Sishankamrata telah membawa 

deterrensi yang tinggi dengan 

mengintegrasikan pertahanan militer 

dan non-militer. Penguatan aspek 

deterrensi ini perlu terus ditingkatkan 

melalui modernisasi dan peningkatan 

kapabilitas di berbagai sektor, termasuk 

teknologi dan sumber daya manusia. 

Dengan deterrensi yang kuat, 

Sishankamrata dapat menjadi benteng 

pertahanan yang efektif. 

4. Pengembangan Kemampuan Respons 

Terhadap Ancaman Baru 

Adapun, Sishankamrata harus terus 

berkembang untuk dapat merespons 

ancaman baru yang muncul, seperti 

ancaman siber dan non-konvensional. 

Pengembangan kemampuan ini 

mencakup peningkatan keamanan siber, 

kecerdasan buatan, dan teknologi 

informasi untuk melawan tantangan 

modern. 

 

Saran untuk kemajuan konsep 

Sishankamrata adalah melibatkan aktif 

semua pihak terkait, melakukan evaluasi 

periodik untuk memastikan keterkaitan 

dengan dinamika global, serta terus 

mengoptimalkan peran dan keterlibatan 

masyarakat dalam menjaga keamanan 

nasional. Dengan demikian, konsep ini 

akan tetap relevan dan efektif dalam 

menghadapi tantangan yang terus 

berkembang. 
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